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Banyaknya tanah wakaf di Kalimantan Selatan yang belum bersertifikat
berpotensi besar menimbulkan sengketa. Namun, jumlah gugatan yang masuk ke
ranah pengadilan relatif minim. Anomali ini kemungkinan besar tidak terlepas
dari “adat badamai” yang menjadi ciri khas masyarakat Banjar yang mendiami
Kalimantan Selatan. Selain itu, ada kemungkinan lain dimana sebelum masuk ke
ranah pengadilan sengketa tanah wakaf terlebih dahulu diselesaikan melalui jalur
non-litigasi. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya memastikan hal tersebut
dengan mengkaji secara mendalam bagaimana sebenarnya faktor penyebab
sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kalimantan Selatan dan bagaimana metode
penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (socio-legal
research) dengan pendekatan antropologi hukum dan mengambil tempat di
Provinsi Kalimantan Selatan. Subjek penelitian ini adalah para hakim Pengadilan
Agama dan Ketua BWI di Kalimantan Selatan. Objek penelitian ini adalah segala
data terkait sengketa tanah wakaf di Kalimantan Selatan, mulai dari penyebab
sampai metode penyelesaian yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 3 sengketa
tanah wakaf di Kalimantan Selatan. Sengketa pertama disebabkan oleh motif
ekonomi, sengketa kedua disebabkan oleh kelalaian nazir, dan sengketa ketiga
disebabkan oleh pencatatan wakaf yang kurang baik serta kesenjangan sosial.
Semua faktor penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf tersebut secara berturut-
turut berkesesuaian dengan teori kepentingan/kebutuhan manusia, teori
wanprestasi, dan teori konflik data serta teori hubungan masyarakat. Dalam
penyelesaiannya, sengketa pertama diselesaikan dengan cara musyawarah,
kemudian konsultasi dengan ulama setempat, dan terakhir mediasi oleh BWI
Kalsel. Sengketa kedua diselesaikan dengan cara musyawarah, kemudian
dilanjutkan dengan mediasi oleh KUA setempat dan BWI Kalsel. Sengketa ketiga
diselesaikan dengan cara mediasi oleh BWI1 Kalsel, kemudian dilanjutkan dengan
gugatan pada PA Martapura. Ditinjau dari segi hukum positif, secara garis besar
penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang
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Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Ditinjau dari
segi hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan
Selatan telah sesuai dengan metode sulku, tazkim, dan gada pada penyelesaian
sengketa menurut hukum Islam. Ditinjau dari segi hukum adat Banjar,
penyelesaian sengketa tanah wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan telah sesuai
dengan “adat badamai” yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Sultan
Adam (UUSA) 1835 dan semangat jalur litigasi yang terdapat pada Pasal 7 s.d.
Pasal 15 Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) 1835.
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